BAB V
PENUTUP

51 Kesimpulan

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kekerasan Yang
Dilakukan Oleh Narapidana menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas
pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan. Oleh karenanya
Tujuan dari pemasyarakatan adalah menekan pada pembinaan dan pendidikan
dengan berusaha untuk mengembalikan kehidupan warga binaan
pemasyarakatan, dengan terobosan kerjasama dengan lebaga akademik sebagai
bentuk peningkatan pola fikir kearah yang lebih baik agar dapat kembali
ketengah-tengah kehidupan masyarakat seutuhnya. Terhadap keberhasilan
pembinaan tersebut, maka unsur yang sangat berperan adalah petugas pada
Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat dan tentunya dari warga binaan
pemasyarakatan itu sendiri.

2. Berdasarkan uraian diatas sudah dikemukakan oleh beberapa narasumber
faktor-faktor  penghambat Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam
Penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana. Menurut peneliti
faktor-faktor  penghambat peran lembaga pemasyarakatan  dalam
penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan
yang paling utama adalah dari dalam aturan hukum itu sendiri. Misnyalnya
dalam hal ini, Undang-Undang yang terkait tentang Lembaga Pemasyarakatan

adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang
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dalam pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6
Tahun 2013. Pada proses pelaksanaanya menurut penulis hal yang paling
terlihat adalah lemahnya penetapan sangsi bagi pelaku pelanggran disiplin atau
kekerasan antar warga binaan pemasyarakatan didalam Lembaga
Pemayarakatan. Sehingga lembaga pemasyarakatan terbatas untuk menindak
pelaku yang pada akhirnya pelanggaran disiplin atau kekerasan antar warga
binaan pemasyarakatan kerap terulang terjadi. Faktor penghampat peran
lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan
oleh narapidana berikutnya adalah ketidak sesuaian jumlah warga binaan
pemasyarakatan yang dijaga dengan petugas pemasyarakatan. Hal ini
mengakibatkan terbatasnya penjagaan terhadap warga binaan pemasyarakatan
didalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga ketika terjadi kekerasan antar
warga binaan pemasyarakatan didalam lembaga pemasyarakatan tidak dapat
ditanggulangi secara cepat dan optimal dikarenakan keterbatasan petugas
pemasyarakatan. Faktor penghambat selanjutnya adalah kuranganya sarana dan
prasarana yang ada didalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Mislanya,
kurangnya jumlah sel yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Jika jumlah
sel tahanan didalam lembaga pemasyarakatan memadai, maka petugas
pemasyarakatan dapat menempatkan warga binaan pemasyarakatan sesuai
dengan karakter, masa tahanan, da, tindak kejahatan yang dilakukan. Apabila
hal tersebut dapat direalisasikan didalam lembaga pemasyarakatan tentunya
akan dapat meminimalisir terjadinya kekerasan antar warga binaan

pemasyarakatan.
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5.2  Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam
skripsi ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

Diharapkan demi terwujudnya Kketertiban yang ada di Lembaga
Pemasyarakat Kelas Il Gorontalo maka perlu adanya peningkatan kualitas petugas
Lembaga Pemasyaraktan seperti dilihat dari pendidikan yang sesuai dengan
bidangnya, Meningkatkan jumlah petugas pemasyarakatan agar sesuai dengan
warga binaan pemasyarakatan yang dijaga, serta mengembangkan pembinaan dari
lembaga luar, misalnya dari lembaga pendidikan seperti saat ini yang telah
dilakukan, Sehingga warga binaan pemasyarakatan mendapatakan hak yang baik
dan terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas selama menjalankan
pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il Gorontalo Hendaknya
pemerintah dapat meningkatkan sarana dan prasarana pada lembaga
pemasyarakatan. Agar tidak lagi terjadi ruang tahanan yang melebihi kapasitas,
sehingga dapatlah ditegaskan bahwa kegiatan pembinaan tidak mungkin dapat

tersenggara tanpa didukung suasana aman dan tertib.
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